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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 2% TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa telah
ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor
04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo
Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai
pedoman;

bahwa dalam upaya menciptakan proses pelaksanaan pemilihan
kepala desa yang aman dan damai serta untuk memenuhi kondisi
dan keadaan masyarakat maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4, Peraturan. . .



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
7014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Nomor 02);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
7015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupa
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karo.

ti sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
urusan pemerintahan, kepentingan

berwenang untuk mengatur dan mengurus
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau
hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu peran

penyelenggara Pemerintahan Desa.
lanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

6. Badan Permusyawaratan Desa yang se
ang anggotanya merupakan wakil dari

yang melaksanakan fungsi pemerintahan y
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan

yang ditetapkan secara demokratis.

gkat Desa sebagai unsur

7. Musyawarah. . .
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Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan Oleh BPD khusus

untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu,
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam
";“\Rkt;‘;nrmllih kepala desa yang bersifat langsung, umuimn, bebas, rahasia, jujur,
dan adil,
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mem
dan  kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
melaksanakan tugaa dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

ya disebut Panitia

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutn
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses

Pemilihan Kepala Desa. . .
Panitin pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang sclanjutnya disebut Panitia

Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat
Kabupaten dalam mendukung pemilihan Kepala Desa.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS,
adalah panitin pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia
pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang dian
berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang sS€
Desa dalam kurun waktu tertentu.
Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih
yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah
terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan
dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih
dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk
meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan peemrintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Relokasi adalah kegiatan memukimkan kembali pengungsi terdampak bencana
erupsi Gunung api Sinabung ke lokasi baru yang lebih aman sesuai ketentuan
pemerintah, baik yang dilakukan secara perorangan dan atau kolektif dengan
pembelian langsung dan atau lokasi yang disarankan oleh Pemerintah

Hari adalah Hari Kerja. '

punyai wewenang, tugas
Desanya dan

gkat oleh pejabat yang
rta kewajiban Kepala

BABILI. ..



BAB II
INTERVAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

(1) Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun. '

(3) Interval waktu pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama 3 (tiga) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3

Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia
Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

Pasal 4

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dibentuk
dengan Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari:
a. Bupati Karo;
Wakil Bupati Karo;
Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo;
Komandan Kodim 0205 Tanah Karo;
Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe;
Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;
Pimpinan DPRD Kabupaten Karo;
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten;
Para Staf Ahli Bupati Karo terkait;
Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo terkait;
SKPD yang terkait,
. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait;
Para unsur Kantor Camat terkait;
. Para Koramil terkait;
p. Para Kapolsek terkait;
g. 2 (dua) orang unsur pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo.
(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap
panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
e, mf:nyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan
. lamniya il;:za{da Panit]ja Pemilihan;
. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilih i
Knbutaten: P pe an Kepala Desa tingkat
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. -
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(8)

(9)

F'ugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢,
huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.
Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam
Corona Virus Diseuse 2019 dilakukan dengan protokol keschatan.

Pasal 5

BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh
Camat atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat,

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan BPD yang unsurnya terdiri dari:

a. unsur Perangkat Desa;

b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;

¢. unsur Masyarakat, '
Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos
Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah tokoh
masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan
kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati
dan perlindungan anak, kelompok masyarakat tidak mapan dan kelompok
perajin.

Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan
jumlah gasal.

Persyaratan Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
berikut:

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah,;
berpendidikan paling rendah SLTP/sederajat;

penduduk desa setempat;

tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut;

bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan;

bersedia menjalankan tugas-tugas Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya
dengan penuh tanggungjawab serta tidak akan memihak salah satu calon
kepala desa;

h. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Dokumen persyaratan calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibuat dalam bentuk
pernyataan calon Panitia Pemilihan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf c serta huruf d dibuktikan dengan ijazah dan KTP.

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
a. Ketua merangkap anggota,

b. Sekretaris merangkap anggota;

c. Bendahara merangkap anggota;

d. Anggota.

Format Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampi
: iran |
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. i Sk
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(10) Format, . .



(10) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

(1

(2)

(3)

(%)

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

mengadakan penjanngan dan penyaringan bakal calon;

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

membentuk KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan

pemungutan suara yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye,

memiasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan

suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang

a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan
persyaratan yang ditentukan;

¢. mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinvatakan lulus seleks:
administrasi atau yang berhak dipilih;

d. mengundi dan menetapkan nomor urut dan foto calon;

e. mengesahkan hasil penghitungan suara;

{ menetapkan anggota KPPS.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban:

2. menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) Orang
Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD;

b. mengumumkan nama calon tetap, tanda gambar dan nomor urut;

c. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;

d. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan
pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

e. melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu;

f mcmpenanggunawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui
BPD.

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, menetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS dan

penduduk Desa setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai benkut:

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia;

c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan Negara Republik Indonesia serta pemerintah;

d. penduduk desa setempat,

e. dapat baca tulis aksara latin; dan

{ tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut.
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(5) Susunan. . .
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(6)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota,
b. 6 (enam) orang anggota.

Format Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan KPPS dan format Keputusan
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam
Lampiran 11l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan HAPATIE.

Bagian Kedua
Penetapan Pemilih
Pasal 7

akan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang
dibuktikan dengan Kartu Keluarga ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggung jiwa/ingatannya;

gadilan yang telah

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pemn

memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya
DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan penduduk dengan melampirkan Kartu Keluarga.
Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal masing-masing.
Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak

memilih.

Pemilih yang menggun

(2)

Pasal 8

Persyaratan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
dikecualikan bagi pemilih yang berasal dari masyarakat desa yang direlokasi

akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
Masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. masyarakat desa yang direlokasi Tahap Il Mandiri, yaitu:

1. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;

0. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;

3. Desa Kuta Tonggal Kecamatan Namanteran; dan

4. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.
b. Masyarakat desa yang direlokasi Tahap III Siosar, yaitu:

1. Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket;

2. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran;

3, Desa Sigarang-garang Kecamatan Namanteran; dan

4. Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung Kecamatan Namanteran.
Pemilih yang menggunakan hak pilih dari ‘'masyarakat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak harus terdaftar sebagai pemilih.
Pemilih dari Masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilih dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan wajib memiliki dan
r;;x;xl:?igkkan dokumen asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Kartu

Pasal 9. ..
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PPannl 9

l?n[mr pemilih dimutakhirkan dan divalldus! sesual dais pendudike di desa,

Pemutakhiran sebagaimana dimnkesud pada nyat (1) dilaluban kerens;

a, memenuhl syarat usln pemilih, yang sampal dengan harl dan  tanggs)
pemungutan suara pemilihan, sudah berumur 17 (tujuh belns) tuhun,

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetap sudah /pernah menikah;

¢. telah meninggal dunin;

d. pindah domislll ke desa lain; ntau

e, belum terdaftar,

Berdasarkan daftar pemilih sebagalmann dimaksud pada ayat (1) Panitia pemiliban

menyusun dan menetapkan DPS,

Format DP8 sebagaimana dimaksud pada aynt (3) tercantum dalam Lamplran 1Y

yang merupakan baglan tidak torpisnhkan darl Peraturan Bupatl inl,

Pannl 10

DPS sebagaimana dimakusud dalam Pasal 9 nyat (3) diumumkan Oleh panitis
pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat,

Jangka waktu pengumuman sebagaimann dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selama 3 (tiga) hari,

Pasnl 11

Dalam jangka waktu aebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemilih atau

anggota keluarga dapat mengajukan usul perbalkan mengenal penulisan nams

dan/atau identitas lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota

keluarga dapat memberikan informasl yang meliputi:

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapl sudah tidak memenuhi syarat nebagal
pemilih.

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbalkan DPS.

Pasal 12

Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia Pemilihan,

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

Daftar pemilih tambahan diumumkan Oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang
mudah dijangkau oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu penyusunan tambahan.,

Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
cEl’aJan';i {..a_mpirnn V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

upat ini.

Pasal 14. ..



(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
()

(3)

Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang telah diperbaiki dan
Daftar Pemilih Tambahan Sebagai DPT.

DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan
untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat
kelengkapan pcmﬂl}'[an

Hasil rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Panitia
Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Format DPT, Rekapitulasi DPT dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis
di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Tempat Strategis di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Kantor Kepala Desa dan/atau Kantor Pemerintah yang ada di Desa;

b. Balai Desa dan/atau Jambur;

c. Tempat-tempat Pertemuan Masyarakat di Desa.

Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3
(tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT
untuk TPS.

Pasal 17

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada
pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT
pada kolom keterangan "meninggal dunia”.

(1)

BAB IV
PENCALONAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 18

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; ’
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; '

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

m-e e

h. tidak. . .



(2)

(3)
(4)

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. berkelakuan baik;

k. berbadan sehat dan bebas narkoba;

1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surat permohonan menjadi calon kepala desa; -

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Tka, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermeterai cukup;

d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang;

e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

kartu tanda penduduk elektronik;

surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani

hukuman pidana penjara;

i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak
pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum
tetap;

k. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi berwenang yang

menerangkan berkelakuan baik;

surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;

m. surat keterangan bebas narkoba dari BNN;

surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari

yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga)

kali masa jabatan;

0. surat pernyataan yang dibubuhi meterai tidak mengundurkan diri apabila telah
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan

p. surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik
bermeterai cukup. _

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

F9nnat Pengumuman dan Permohonan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

=

—
.

B

Pasal 19. ..



(1)
(2)

(3)
(4)
(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

Pasal 19

Panitia pt‘:mﬂ{han melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal

calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai Klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan

surat keterangan dari yang berwenang.

Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Dalam hal masukan masyarakat perlu diklarifikasi kebenarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan

pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digu nakan

dengan ketentuan sebagai berikut .

a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ditetapkan selama 3 (Hga)
hari;

b. klarifikasi ditetapkan selama 5 (lima) hari;

c. penetapan ditetapkan selama 11 (sebelas) hari;

d. pengumuman ditetapkan selama 1 (satu) hari.

Format Berita Acara Penelitian dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon
Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada masyarakat di tempat strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 21

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu
pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang
setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang
ditetapkan kemudian.

Sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pada gelombang berikutnya.

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan
Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan
dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

(2) Persyaratan. . .



(2)
(3)

(4)
(S)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji kepatutan dan
kelayakan,

cl\lflat’cri Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
ari:

a. test tertulis;

b. wawancara;

Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Waktu seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

Pasal 23

Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala
Desa.

Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Keputusan Panitia
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Dalam hal calon Kepala Desa meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai Calon

Kepala Desa maka Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.

Dalam hal terjadi kondisi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

maka:

a. untuk desa yang memiliki lebih dari 2 (dua) calon Kepala Desa, pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilihan
Kepala Desa; dan

b. untuk desa yang hanya memiliki 2 (dua) Calon Kepala Desa, maka Panitia
Pemilihan menghentikan tahapan pemilihan.

Dalam hal tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan akibat kondisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Bupati menunda pelaksanaan

pemilihan kepala desa sampai gelombang berikutnya.

Untuk mengisi kekosongan Kepala Desa oleh karena penundaan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat

penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Format Berita Acara Penghentian Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini. ‘

Bagian Kedua
Penentuan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa
Pasal 25

Setelah ditetapkannya Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan rapat
untuk menetapkan:

a. nomor urut dan foto calon;

b. masa kampanye;

c. masa tenang; dan

d. tempat pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Penentuan. . .



(2)
3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
()

(3)
(4)

()

(6)
(7)

(8)

Penentuan Nomor urut Calon Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan cara diundl.

Foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pas
foto terbaru berwama ukuran 4x6 cm.

Pas foto dan nomor urut Calon Kepala Desa tidak dapat diganti dan diubah dengan
cara apapun.

Penentuan Nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara.

Penentuan Nomor Urut dan foto calon scbagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Pleno dan dihadiri oleh Calon

Kepala Desa dan Pemerintahan Desa,

Penentuan Nomor Urut dan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dituangkan dalam Berita Acara.

Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan foto calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kampanye Calon Kepala Desa
Pasal 26

Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

dimulainya masa tenang.

Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan cara:

pertemuan terbatas;

tatap muka;

dialog;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang

ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dititikberatkan pada

penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Untuk kepentingan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim

Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan

kewajiban melaporkan susunan Tim Kampanye dimaksud kepada Panitia

Pemilihan.

Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan

kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan

dan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan:

a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;

b. waktu Kampanye dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib;

c. kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara;

d. masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan

dan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa.

Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang

terpasang harus dibersihkan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan atau

Panitia Pemilihan.

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:

a, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
ﬁﬁfﬁﬁ:{mbuk Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik

rPROOPE

b. melakukan. . .



melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

;nf:nghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau Calon yang

ain;

menghasut dan mengadu-domba perseorangan dan/ atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon
yang lain;

g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari
gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye.

(9) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dapat dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye.

(10) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Surat Tanda
Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Republik Indonesia setempat
oleh masing-masing Calon Kepala Desa/Tim Kampanye.

(11) Format Kesepakatan para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengumuman Waktu Pemungutan Suara
Pasal 27

Paling lambat 5 (lima) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara, Panitia
Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan
mengadakan siaran keliling tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

(1) Lokasi TPS, peralatan pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam
pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Format Berita Acara Rapat Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan cara menyampaikan
Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih yang dilakukan
dengan cara memberikan surat pemberitahuan panggilan pemungutan suara
dengan tanda bukti penerimaan.

(2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
nama pemilih sesuai dengan DPT, waktu dan tempat P
diselenggarakan. i i

(3) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih dengan menunj
un
Tanda Penduduk atau identitas lain. g juldaan Kartu

Bagian Kelima. . .



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 30

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan di TPS untuk

menjamin:

a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
dengan lancar, tertib, aman dan teratur;

b. kebebasan, kerahasiaan memberi suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran
jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan satu suara.

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:

a. pembukaan oleh petugas KPPS dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara

pelaksanaan pungutan suara, tata cara pencoblosan surat suara, sah dan

tidaknya surat suara, nama dan tanda gambar para calon Kepala Desa serta

penjelasan lain yang diperlukan;

pemungutan suara;

penghitungan suara;

pengesahan hasil pemungutan suara;

penutup.

oRoC

Pasal 31

Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri:

kotak suara,

bilik suara,

DPT;

surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10%

(sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;

alat pencoblos surat suara,

rekap penghitungan suara;

g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan
hak pilihnya.

Bahan dan ukuran kotak suara sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahan dari kardus atau bahan lain yang tidak mudah rusak;

b. berukuran * 60 cm, panjang + 40 cm dan lebar 40 cm.

Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai

berikut :

a. 2 (dua) buah kotak suara untuk desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS;

b. 1 (satu) buah kotak suara untuk setiap TPS yang ada bagi desa yang memiliki
lebih dari 1 (satu) TPS.

Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berukuran *

1 x 1 m dan pada tempat penetapan bilik suara tersebut dapat disiapkan tenda

yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan.

Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan

sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai berita

acara.

Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. meja kecil berukuran * 40 x 60 cm;

b. bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran + 15x15;

c. alat coblos diikat guna menghindari kemungkinan hilang.

ao o

o

(7) Sarana. . .



(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)
(2)

3)

(1)

(2)
(3)

Sarana' pcncobllosan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam bilik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor
desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 32

Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk pemungutan dan penghitungan
suara Pemilihan Kepala Desa.

Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan
surat mandat.

Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh
Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara.

Format Surat Mandat sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Sebelumn melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara,

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan

e. menandatangani surat suara.

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari
Calon Kepala Desa, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Format Berita Acara Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan
prinsip urutan kehadiran pemilih.

Apabila menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara
pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu
kali.

Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta
surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberi surat suara pengganti
hanya satu kali.

Pasal 35

Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dibuka pukul 07.00 wib oleh Ketua
KPPS dan ditutup pukul 12.00 WIB.

Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB s.d selesai.
Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 36. ..
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Pasal 36

Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a.
b.

C.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5
(6)

(7)

(8)

(9)

surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
atau

tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomaor, foto
dan nama calon yang telah ditentukan; atau

tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor,
foto dan nama calon. '

Pasal 37

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pelaksanaan pemungutan

suara berakhir.

Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS

melakukan identifikasi surat suara dan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih
tetap untuk TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru
dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai

di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon,

Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.

Saksi atau calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya

penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat

diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan atau Calon Kepala Desa, Ketua KPPS

mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

KPPS membuat berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) yang ditandatangani oleh KPPS yang bertugas di TPS dan dapat

ditandatangani oleh saksi calon.

KPPS memberi Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1

(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil

penghitungan suara di tempat umum,

Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam

kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, selanjutnya

diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

(10) Panitia Pemilihan mengadakan rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari

TPS dan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara serta
menetapkan kepala desa terpilih.

(11) Panitia pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan berita acara laporan hasil
pemlhl:xan kepala desa kepada BPD 1 (satu) hari setelah selesai rekapitulasi
penghitungan suara.

(12) Format. . .




(12) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(13) Format Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Format Berita Acara Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan penetapan kepala
desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Pasal 38

(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari

1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hal sebagai berikut :

a. bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS, dan ditentukan dengan 2 (dua)
buah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a,
maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang sah pada
kotak suara dengan jumlah pemilih terbanyak; dan

b. bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS, dan ditentukan dengan 1 (satu)
buah kotak suara pada setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(3) huruf b, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang
sah pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB YV
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
Pasal 39

(1) Pemilihan kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019
dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

(2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam
Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
penerapan protokol kesehatan.

(3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi
37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan
sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan
sekali pakai;

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1
(satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghi_ndari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

f. penyt?dxaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta, hand

sanitizer di tempat penyelenggaraan,;

panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;

. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan

penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
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i.penyusunan. . .
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;

penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa
obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di
bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease
2019 Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan

kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 40

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 41

(1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf b
yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib
dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:

(2)

(3)

(4)

a.

pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon

Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi

menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan,

konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar
ruangan;

pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya,
pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media
elektronik dan/atau media sosial,

3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir
paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan;

4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus
dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat
disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor
urut dan pesan Calon Kepala Desa;

5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer,
disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta
sarana cuci tangan; dan

6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona
Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan
materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial
ekonomi di Desa.

Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

a.
b.

Calon Kepala Desa;

Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota
paling banyak 3 (tiga) orang;

c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
d.

1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari forum
koordinasi pimpinan kecamatan;

e. 1 (satu). ..



(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

e 1 (satu). orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau
tim dari Satuan Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 42

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dengan mekanisme meliputi:

g. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan
beraktifitas di luar Desa;

h. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa
untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

i. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika
pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat
memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

j.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona
penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat
duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

k. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan
menggunakan alat tetes; dan

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan
dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;

b. Panitia Pemilihan;

c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota
maksimal 3 (tiga) orang;

d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;

e. 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari forum koordinasi
pimpinan kecamatan;

f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau
tim dari Satuan Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan

g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa.

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau

virtual/elektronik.

Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses

pelantikan dihadiri oleh:

a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;

b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

c. camat;

d. perangkat acara; dan

e. undangan lainnya.

Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan

mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima

puluh persen).

Pasal 43

Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar
protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal
42 dikenai sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. teguran lisan;

b.teguran. . .



b. teguran tertulis I;
c. teguran tertulis I1I; dan
d. diskualifikasl,

(3) Sanksi teguran lisan scbagaimana dimaksud pads ay
kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang
Pemilihan,

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dirnakeud
kepada Panitia Pemilihan olch Panitia Pemlilihan Kabupaten. —

(5) Sanksi teguran tertulls | scbagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikena '.n
kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemnilihan Kabupaten berdasarkan laporarn
dari Panitia Pemilihan. ’

. dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dikenakan

(6) Sanksi teguran tertulis 1l sebagnimana ’ opane
kepada Calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Pamitiz

Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia ,Pcmilihan, ‘ )
(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ‘d dl!(cnak'a'r’)
kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitiz

Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan dan satuan tugas
penanganan Corond Virus Disease 2019.

at (2) buruf # (Jil’.l,'nakﬂ'n
terlibat oleh panitia

pada syat (2) huruf o dikenakan

Pasal 44

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corond Virus Disease 2019 kabupaten

berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan proto'kol kcaehatan
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 45

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kepada Gubernur dan
Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas)
hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan
suara; dan
b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari
setelah Pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VI
KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa
Pasal 46

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa
wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang
mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai
dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Oleh Bupati.

(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang
rgenggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala

esa.

(5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2 i
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebI;gai P}e’hljse)t;lie}?a;tzg.s pes

(6) Penugasan. . .



(6)

@

(1)
@
(3)

(1)
(@)

(3)
(4)

(1)
()

(3)
(4)

()

(1)

Penugasan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian sebagai o aemed
pada ayat (5) berdasarkan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Camat.

Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berhala_nga.n/ndak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, Camat
menunjuk salah seorang perangkat Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa
Format Surat Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
;IM_ Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

pati ini.

Pasal 47

BPD vang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan
diri dari anggota BPD sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tugasnya dirangkap oleh angota BPD lainnya yang ditetapkan
dengan keputusan BPD.

Pasal 48

Perangkat Desa yang mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Desa
yang mencalonkan diri diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal
calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih.

Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh
perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Format Surat Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 49

PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang
mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD.

Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian tempat PNS bertugas.

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya
yang sah.

Pasal 50

Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan mencalonkan
diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Selain. . .



(2) Selain memen ; ,

yang pernah u:e:},':;z: Sebggmmana dimaksud pada ayat (1) Calon chgla Desa

Pemilihan Kepala D scbagal Kepala Desa dan mencalonkan diri dalam

g pala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

+ belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa

d‘lscnm dengan Surat Pernyataan Bermaterai cukup;

b. tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa/inventaris desa dan atau
negara disertai dengan Surat Pernyataan Bermateral cukup;

¢. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka
karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan
Surat keterangan dokter.

BAB V1I
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 51

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan
Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada huruf a ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;

c. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur
masyarakat,

d. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf c,
jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan
belanja Desa;

e. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf d
bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 52

(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

(2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf ¢ melakukan
penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

(4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(5) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi
persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. memiliki pengetahuan tentang adat dan budaya Karo.

(7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia
pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang
setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda
pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu
yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 53. . .



Pasal 53

(1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia
Pemilihan,

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia
Pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari; dan

f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit
2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan
pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak
dipilih dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyelengaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa
melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta
musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada
musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

tokoh adat;

tokoh agama,

tokoh masyarakat,;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

(6) g:rfuz:k u;asg;rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling

y (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(7) J umla.m peserta musyawarah F)esa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan
memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa :
ditetapkan dengan keputusan BPD. yang

R e ER oMo peop

(8) Tahapan . .



(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc meliputi:

a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan
calon kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD
kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) dari setelah menerima laporan dari
panitia pemilihan;

¢. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala
Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari
BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dipersingkat dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 54

(1) Hasil pemilihan calon Kepala Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh)
Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

(2) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa
kepada Bupati.

(3) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(4) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 55

(1) Panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala
Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) BPD berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan
suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan
Keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa
dari BPD.

(5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

(6) Iupati dalam menyelesaikan perselisihan  hasil pemilihan Kepala Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan pertimbangan dan
Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian. . .



(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 56

Pelaptlkan Calonl Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenal pengesahan pengangkatan
Calon Kepala Desa terpilih,

Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
. Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/ janji,

. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
Pembacaan Amanat Bupati;

g. Pembacaan doa.

Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sujurnya, dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia".

Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa
dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya

setempat.
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wakil

Bupati atau Camat.
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Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan
Pasal 57

Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan
penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon
Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan
menyerahkan memori serah terima jabatan.
Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Monografi Desa;
c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
d., Rencana program yang akan datang;
e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan
setahun terakhir;
Hambatan yang dihadapi;
g. Dalftar inventarisasi dan kekayaan desa.

-

Bagian. .
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(7)
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Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Pasal 58

Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa
jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 59

Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa

dan APBD.

BAB XIX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 60

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada
APBDesa.

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus
Disease 2019 dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
untuk Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Perlengkapan lainnya,
Honorarium Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Biaya
Pelantikan.

Kelengkapan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdin
dari:

a. alat tulis kantor;

b. potokopi dan penggandaan;

. bantalan dan alat coblos;

. gembok kotak suara;

tanda khusus tinta;

stempel panitia;

. tanda pengenal panitia;

. spanduk.

Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya diperuntukkan bagi
Panitia untuk kepentingan publikasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

M MO Ao

Pasal 61

Dana bantuan dari APBDesa hanya digunakan untuk kebutuhan pada
pelaksanaan pemungutan suara.

:;::x(tlu)h:?dg.?cégelaksanaan pernungutan suara sebagaimana dirnaksud pada
a. konsumsi;

b. sewa tenda, meja dan kursi;

c. sewa sound system,;

d. Sewa tempat dan kebersihan;

e. pembuatan, . .



e. pembuatan TPS;
f. pengamanan di TPS.

(3) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
Kepala Desa.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona
Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45
berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan
oleh Presiden.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12); dan

b. Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Persyaratan Penetapan
Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi Masyarakat Desa yang
Direlokasi Akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 31),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetappkan di Kabanjahe

e —— .
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Diundangkan di Kabanjahe
pada tangga “‘Oh 96!191#00— W1
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 i »%
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
FORMAT BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILTHAN KEPALA DEBA..ccceees

Pada hari ini, ..o , Tanggal ... Bulan .......... Tahun ........ bertempat di ........
, Kabupaten Karo telah dilaksanakan Rapat Musyawarah
k Panitia

Desa ..... Kecamatan ...
dengan hasil menunju

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....oamae

Pemilihan Kepala Desa.... yang terdiri dari :
sebagai Ketua merangkap Anggota

1. SAI. ccciciirrrenernraneaes
2. SAT. .coeeernnnimrarnsninnnes sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. SAI. ceeeeniienerneiniaens sebagai Bendahara merangkap Anggota |
T B -7 | O sebagai Anggota
5. Dst
Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk,
atan Desa, Unsur Tokoh

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Unsur Lembaga Kemasyarak
F

Masyarakat.

Berita Acara ini ditandatangani masing-masing peserta sebagaimana namanya tertera

dibawah ini.

NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN |
1. Camat/Pejabat yang ditunjuk 1. 1
2. Ketua BPD 2. =3 |
3. Unsur BPD (dst) 3. ]
4. Kepala Desa 4,

5. Unsur Perangkat Desa (dst) 5.

6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa 6.

7. Unsur Tokoh Masyarakat 7.

8. | dst Dst dst i

Demikan Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ....cooe vesestessrananasasesaases .

Ttd + Stempel
NAMA JELAS

Sy
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FORMAT KEPU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 Teyor ZEEE

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

TUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....ccoceeee
TAH

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..........

bahwa untuk melaksanakan ket
Karo Nomor ....... Tahun ......

Desa, perlu menetapk
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa............. 5

3

. Undang-Undang Nomor

NOMOR : ...ococeennnnannes UN 20....

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

entuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala

an Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....

mor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

aten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun

aran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No
Daerah Otonom Kabup
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
1956 Nomor 58, Tambahan Lemb.

Nomor 1092);
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tenang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
gomrzx}'l (1){‘:1 bTa.hun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
ae upaten Karo Tahun 2021 Nomor ahan
I135;\e,rah Kabupaten Karo Nomor 04); R P
eraturan Bupati Karo Nomor ........ Tahun ....... tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kargo Tahun ......

Nomor ...... );




Memperhatikan: Hasil Rapat Musyawarah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa .......... Nomor ..... tanggal ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU . Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ......- Kecamatan .......
Kabupaten Karo Tahun 20.... dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu,

bertugas:
mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

a. merencanakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

pemilihan; )
merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupat
melalui Camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratarn;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara;
melaksanakan pemungutan suara,

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

1. melaksanakan PSU bersama KPPS; dan

m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

sebagaimana dimaksud dalam Diktum
bagaimana dimaksud dalam Diktum
aikan laporan secara tertulis

c

Bm e Mo

Gt s e
. .

KETIGA . Dalam melaksanakan tugas
Kedua, Panitia Pemilihan se
Kesatu bertanggung jawab dan menyamp
kepada Badan Permusyawaratan Desa..........

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 20..... dan

APBDesa............ Tahun Anggaran 20.....

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada

KELIMA
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ........
pada tanggal:

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

Ttd + Stempel
NAMA JELAS

Tembusan:

1. Bupati Karo;

2. Camat ....... .

3. Kepala Desa ....;

4, Pertinggal.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA ......
NOMOR

TANQOAL
TENTANG

daseasean

PEMBENTUKAN  PANITIA  PEMILIHAN

KEPALA DIESA

----------------------------

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1. Ketun merangkap anggota

2. Sekretarls merangkap anggota

3. Bendahara merangkap anggota

4. Anggota

5. Anggota

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

Tid + Stempel
NAMA JELAS




O EEE | —

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 78 Trhow PTL

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS DAN FORMAT KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN

1. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS _——

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA............
KABUPATEN KARO TAHUN.....

N KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA........ KECAMATAN....... KABUPATEN KARO

tahun dua ribu dua puluh satu bertempat
diadakan rapat Pembentukan Kelompok

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKA

Pada hari ini...... tanggal....bulan......
di.csesssisies Desa....uenes Kecamatan......... Kabupaten Karo telah

Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa .....-
tan Suara Pemilihan Kepala Desa ......

Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungu

Kecamatan......Kabupaten Karo......... dari dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa,
Kabupaten, sebagaimana daftar hadir terlampir.

HASIL MUSYAWARAH sebagai berikut:
NO TPS JABATAN NAMA

Ketua merangkap anggota
Anggota
Anggota

1 1 Anggota

Anggota
Anggota
Anggota

Ketua merangkap anggota
Anggota
Anggota

2 2 Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.......ccouneeee
pada tanggal .........c.e..

Diketahui : KETUA PANITIA....cccoccinraranaens
KEPALA DESA.....ccvvuees




[I.LFORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA............
KECAMATAN......... KABUPATEN KARO TAHUN.......

Menimbang

Mengingat

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PE

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan

. 1. Undang-Undang Drt. Nomor

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......coceee
KECAMATAN....... KABUPATEN KARO

TENTANG

MUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA........ KECAMATAN....... KABUPATEN KARO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA....... ,

Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan
....... Tahun ....... tentang Pelaksanaan Pemilihan
kan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
tentang Pembentukan
Pemilihan Kepala Desa

Bupati Karo Nomor
Kepala Desa, perlu menetap
Desa ...... Kecamatan ..... Kabupaten Karo
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Kecamatan ....... Kabupaten Karo;

7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
mbaran Negara Republik Indonesia
bahan Lembaran Negara Republik

Daerah Otonom Kabupaten-
Propinsi Sumatera Utara (Le
Tahun 1956 Nomor 58, Tam

Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); '

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);




I,

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

. Membentuk Kelompok 5
Kecamatan ..... Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan geba@nnanq
tercantum Lampiran yang meru bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

. Kelompok Penyelenggara Pemun

sen

Kesatu bertugas:
a.

f.

g
h.

: Segala biaya yang timbul akibat diterbi
Kepala Desa .....
Kabupaten Karo Tahun ......

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. ,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentans
lah diubah beberapa kali

Pemill?}an Kepala Desa sebagaimana te
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo .
Menteri Dalam Negen

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan ;
Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
Tahun 2015 tentang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
bahan Atas Peraturan
emilihan Kepala Desa
(Lembaran Daecrah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
Tahun ....... tentang Pe

9. Peraturan Bupati Karo Nomor ........
pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun ......

Nomor ...... )
MEMUTUSKAN:

Penyelenggara Pemungutan S

gutan Suara Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Karo tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum

menghitung jumlah pemillih yang memberikan suara berdasarkan

salinan daftar pemilih tetap;
Menghitung surat suara yang tidak terpakai;
Menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak

atau keliru dicoblos;
Penghitungan suara di TPS setelah melaksanakan pemungutan suara

berakhir;
Pembetulan keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala

desa;

mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;
membuat berita acara hasil penghitungan suara;

memberi salinan berita acara hasil penghitungan suara.

. tkannya keputusan Panitia Pemilihan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ditetapkan di .............
pada tanggal .............

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS




LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA ...... KECAMATAN ..... KABUPATEN
KARO

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA........

KECAMATAN....... KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ..... KABUPATEN KARO TAHUN ....

NO

TPS

JABATAN NAMA

Ketua merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

--------

Tembusan:
1. Kepala Desa ....




FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 39 ToHue 1L

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA  S——
LEMBAR KE T
ETNR T T e — _

, STATUS I
i ” | h | TEMPAT | TANGGAL | JENIS ALAMAT _
| NO A, NO KK NIK _, RNAMA _ LAKIR | LAHIR | UMUR —M)mﬂuz KELAMIN | (DUSUN/KESAIN) DISABILITAS _ KET. |
ASEIES CHSI SIS SEENEIES. TIINIIIR hS———,—,," /S/P
i 2 3 | &4 | s 1 o 7 8 9 10 11 i 12
'8 SUNEIRN RS FSS F——— |
B Ay TN SISl ETIENCE SN S— 4
I S B | { } i
{ 4 | 000+ { 1 1 | ! i
(s 1 1 | « ! _ |
L= Dst - = . _ ! I i ,
PEREMPUAN: ...... Keterangan Disabilnas : {-.. Pemilih Disabilitas) Desa.....comaenens 5 i 20....
LAKI-LAKE - ... 1. Tuna Daksa:. ... 3. Tuna Grahita:...
Total 2 Tuna Raksa ... 4. Tuna Rungu/Wicara:....

5. Disabilitas Lainnya:...




B T R — e

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 2€ Tpgun 22772

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.............. KECAMATAN......cc.eueee

oooooooooooo

ssssssssuIesesTrsTassRTssRe

LEMEBAR KE
i I [}
[ ] _ | TEMPAT | TANGGAL STATOS | JENIS
| NO| NOEK | NIK | NAMA | e LARTR | UMUR M.wmww e TPS DISABILITAS KET.
1 % ].% | 5 6 7 8 9 10 11 12
& | _
)2 |
| 3 |
P 3 _
{ 5 |
pas W
Kabanjahe, ...... .ccccoeeueunnnn. 20.....
Ditetapkan oleh:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA........
DESA....ccevreene KECAMATAN. ......eueeemreereneeeranans
KETUA
Cap Stempel
Nama Jelas o ...//ﬂan/
““BURKTI.KARO,
) ..,.. p £\ \ //

QOY@NE TY SEBAYANG



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 ToHum 20772

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

I. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

STATUS
TEMPAT | TANGGAL JENIS

NO | NORK NIK NAMA LAHIR LAHIR UMUR “ﬂ“ﬂ“ KELAMIN TPS DISABILITAS KET.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

3

S

.. | Dst

Kabanjahe, ..... .ccoovenirenns 20....

Ditetapkan oleh:

Cap stempel

Nama Jelas




II. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

Nama Jelas

NO TPS JUMLAH PEMILIH KETERANGAN

1

2

3

4

S

6

7

8

9
dst

Jumlah
Kabanjahe, ..... cccoveennnnens 20....
Ditetapkan oleh:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.........
KECAMATAN....cctatetnnnnnnans
KETUA
Cap stempel




1, FORMAT BRRITA ACARA PENQRSAHAN DAFTAR PEMILIN TIETAP

PANITA PEMILIIAN KIPALA DISA oo
KECAMATAN. ..o KABUPATEEN KARO

HERITA ACARA
PENQESAIAN DAFTAR I'EMILILTIETAD

Pada hard int o Tamggal . Datan L Tahan 20, bettempnt di Desa ..,

hecamatan....., Panftin Pemiihan mengesahkan hnsll penelitlan Dafar Pemifil Tetap
dengan rincian sebagal berdkut

PO | . TR Jumlah Pemilih e QTN
2. TPN.... Jumlah Pemdlin Jinvaerinsa Ormng
J. THS..o Jumlnh Pemitih Voanysivan Ornng
4. TPR..... Jumlah Pemilin Vegstitsssnni Orang
ST I O Jumlah Pewdith | PP wenOrang

Dst.....,
Jumilah T Qrangg

Demikinn Beritn Acarn inl dibunt dengan sebenarnyn dan ditnndatanganioleh
Panitia Pemilihan untuk dapat dipergunakan sebagalmnna mestinyn,

D8 isvisriviineg rivis wissnrisasr D0ceress

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr e, (Ketua) i sisvipminiinnre

2, Sdr. oo, (Sekretaris) A, s
T - | (Bendahara) 3 v

4, B s (Anggotn) T P
5. Dst . TPPP——

CORY SRIWATY gEBAYANO

— e i T,




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 3¢ Tries 222

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.........

KECAMATAN......cooeniinnins KABUPATEN KARO
PENGUMUMAN
NOMOTL: ...ccvrivinnisiniaians Tahun 20.....

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa........... Kecamatan...............
Nomor: .......... Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa......., bahwa
di Desa .............. Kecamatan.................. akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka
dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa.................. Kecamatan.............. bahwa
telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa...........cc..c... adalah sebagai

berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan seara jujur dan terbuka

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku

kejahatan berulang-ulang;

9, Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

10.Berkelakuan baik;

11.Berbadan sehat dan bebas narkoba;

12.Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

13.Tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desa ........c.cc.uue yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa
................ , harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) beserta berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
angka 1 s/d 14 dibuat rangkap 4 (empat) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai
berlaku sejak tanggal ............. 202 B0 sisssvinsannsiaiin 20.... Penerimaan berkas pendaftaran
bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30
wib 8.d 16.00 wib selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa
Qhecosiosersessrs (alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa). Demikian Pengumuman ini
untuk diketahui dan disebarluaskan.

00 Sy &

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ......

KETUA




PERMOHONAN PENDAFTARAN

BAKAL CALON KEPALA DESA.............
Desa, ...cccvvsssssmsnrsarsrsesioraces 20...
Perihal : Surat Permohonan Calon Yth, Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa ........... Kepala Desa .......occvivmmvssmscninssnsas
Di
Saya yang bertanda mngnn di bawabh inf :
L. NAIMA o ieiesseseieihibi bbb sia s e sh g s b s s e b e ans
2. Tempat/Tgl. Lahir § s R R ANI R NN R T MRS S F RSB A LRIV 83
3. Pckerjaan S ke AN A NN R R R AR TRV AY s ARG RO ARSI SIS
4. Jenis Kelamin U 1 eranadaseriesesniss RS EIVINN SIS ARSI LN AT IS 7T 03 S0
5. Pendidikan Terakhir S NN ER RIS e S P EEAR IS PR OB RIS N b B S50500 L3 PRATA LY
6. Alamat S isusibERe TR ESATIR ST OORS DEB....coriirrivassarsszasvissvess
Kecamatan .........ccceceieee Kabupaten Karo.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon chala Désa .....cocovvivones
Kecamatan ................. dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.., sebagai bahan
pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan
dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertulis diatas materai Rp
10.000;

2. Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka
tertulis diatas materai Rp 10.000;

3. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

4. Fotocopy akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang;

5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai Rp
10.000;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi Pidana
Penjara berdasarkan Putusan pengadilan;

8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih;

9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya
sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

11.Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;

12. Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN);

13. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari
Pemerintah Daerah (setara Esclon II);

14. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala
desa tertulis diatas materai Rp 10.000;

15. Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy;

16. Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik;

17, Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi
yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku.

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaan dan
kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 10.000,-

Nama Jelas




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR ;9 Tuyedd 1%

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.........

KECAMATAN......ccvevvnnnnns KABUPATEN KARO
BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ... ..Tanggal............,Bulan..........Tahun.......... telah

dilaksanakan penclitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama

Saudara/i .............. (Rangkap 4 (empat) dan juga telah diklarifikasi kepada instansi yang

berwenang dengan hasil sebagai berikut:

KELENGKAPAN |
NO URAIAN/JENIS ADA T/I\ll))l?ﬂ.K KETERANGAN |

|

1 | Surat Permohonan diatas materai 10.000 |
2 | Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan E
[

i

|

dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai

10.000

3 | Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan  Undang-undang Dasar Negara i

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara |

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis

diatas materai 10.000

4 | jjazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan
ijjazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat

berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang

berwenang

S | akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir (Fotocopy

yang Dilegalisir)

6 | Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala
Desa tertulis diatas materai 10.000

7 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8 | Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara

9 | Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa
tidak pernah diajtuhi pidana penjara berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun atau lebih

10 | Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan

putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum

tetap

11 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi

berwenang




127 T Surmt keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit
Umum Daerah

13 | Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional

(BNN)

14 | Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa
selama 3 (tiga) kall masa jabatan darl Pemerintah
Daerah (setara Eselon I1)

15 | Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila
telah ditetapkan sebagal calon kepala desa tertulis

diatas materai 10.000

16 | Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna scbanyak 4 (empat)
lembar disertal dengan Softcopy

17 | Sural pernyataan bukan merupakan
Pengurus/Anggota Partal Politik

18 | Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan
surat  pengunduran dii  darl  instansi yang

bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang

berlaku

19 | Khusus bagi bakal calon yang pernah menjabat
sebagai kepala desa wajib memenuhi syarat tambahan:

1. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat
dari jabatan Kepala Desa disertai dengan surat
pernyataan bermaterai 10.000;

2. Tidak mempunyai masalah terhadap keuangan
desa /inventaris desa dan atau Negara disertai
dengan surat pernyataan bermaterai cukup;

3. Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan
Kepala Desa kecuali bagi mereka karena
peraturan perundang-undangan atau sakit yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

20 | Khusus untuk:

Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat izin dari
Pejabat Pembina Kepegawaian.

Kepala desa wajib mendapat cuti dari Bupati
dan Perangkat desa mendapat cuti dari
Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi maka berkas Saudara/i ...............
dinyatakan diterima atau ditolak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

6. Sdr. ................ (Ketua) ) [—_—. RS IERTN

i BT cosvvnvoniiins (Sekretaris) I
8. Sdr. ....... T (Bendahara) Bs ssusrsiisuncin

9, Sdr. ............e... (Anggota)

10.Dst




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 30 Tri¢a 2072
TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA..........osveeverereene.

KECAMATAN.......cevvreicrarannns KABUPATEN KARO
BERITA ACARA

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ............... , Tanggal ............. , Bulan ............. , Tahun,
......... , bertempat di Desa................., Kecamatan ............... Kabupaten Karo
ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa .....
Tahun 20..... atas nama sebagai berikut :
1. SAE/1 civseencsarenannes
2. SAr/i ceessemsesnsrens
3. 8dr/i.cussanseseven
4, Sdr/i....ccoovvennieenne
5. SdAr/i..ccceoinnsreccen

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1: SAL, ssssscorensive (Ketua) ; DT,

2. 8dr. uisesssesrsenns (Sekretaris) L JRRER R ——
3., Sdr. iissssessasens (Bendahara) B srsrnasonriisbes

4, SAY ciumisvasiaiios (Anggota)

5. Dst




II. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

..................... KECAMATAN .....cocciiveninnnnnnne
KABUPATEN KARO
0 | B R i Telp. .iicsivssinennsansts

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN KARO TAHUN ...............
NOMOR : .ccoviiiriiiiniiinnninianes
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ......ccccooiiueee. KECAMATAN
KABUPATEN KARO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka proses penjaringan calon kepala desa telah
dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,
Klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa dan seleksi
tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5
orang;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan bakal
calon kepala desa, telah ditetapkan bakal calon kepala desa yang
telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tertuang
dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan

administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala
desa pada tanggal.....20....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa ... Kecamatan .... tentang Penetapan Calon Kepala
Desa ......... Kecamatan ........ Kabupaten Karo Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2020 tenang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409;




5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 20 15 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
04);

6. Peraturan Bupati Karo Nomor ........ Tahun ....... tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun ...... Nomor ...... );

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa.......... Kecamatan......... Kabupaten Karo
Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak
mengikuti Pemilihan Kepala Desa............ Kecamatan...... Kabupaten
Karo Tahun 20.......

KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam

mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........
pada tanggal .......

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA

Ttd+stempel

NAMA JELAS




LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ............

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
................... KECAMATAN

DAFTAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ....... TAHUN 20...

KECAMATAN ..cooiviiiiiiiinnens KABUPATEN KARO
Nama Jenis Kelamin Alamat Ket
2 3 4 5

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA

Ttd+stempel

NAMA JELAS

/ '."‘_‘ -

‘ a
RIWATY SEBAYANG

CORY;




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 3@ e 1021
TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN TAHAPAN PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA............coccu.......
KECAMATAN......... sssenneeennnn KABUPATEN KARO

BERITA ACARA
PENGHENTIAN TAHAPAN PEMILIHAN

Pada hari ini, ............... , Tanggal ............. , Bulan ............. , Tahun,
bertempat di Desa................., Kecamatan

menerangkan bahwa :
Nama
Alamat
Kecamatan
Kabupaten

Berdasarkan Surat Kematian dari Kepala
Desa............. Kecamatan.........Kabupaten................. Tidak dapat diikutsertakan dalam
Pemungutan Suara guna Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang I Tahun 2022
di Desa.............. Kecamatan .............Kabupaten Karo dan berhubung Calon Kepala
Desa tinggal 1 (satu) orang maka tahapan pemilihan Kepala Desa untuk
Desa............ Kecamatan............ Kabupaten Karo tidak dapat dilanjutkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. ..., (Ketua) 1z woiteisrinivases

2. 8AF i, (Sekretaris) 2. sivsinissatonss
3. SAE. cwssiisnesssvens (Bendahara) B, sstusieazasasss

4, Sdr...ceeiienns (Anggota)

5. Dst

CORY SRIWATY SEBAYANG




LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN
FOTO CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......... Y
KECAMATAN ...ocoonnasnanannans KABUPATEN KARO
BERITA ACARA

PENETAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN
FOTO CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ............... , Tanggal ............. ,Bulan ............. ,Tahun, ......... , bertempat di
DIESA 5 cscnsvmnsaiing 01 (< o S Kabupaten Karo ditetapkan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala
Desa sebagai berikut:
NO. NAMA CALON NOMOR URUT FOTO CALON

1. (Pas foto)

& (Pas foto)

- (Pas foto)

4.

(Pas foto)
> (Pas foto)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
CALON KEPALA DESA

1 A e

R T N

B.svusanissiverassais

4. DSt..cccicivinisnorans

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. cosssmesssssmmssene (Ketua) ) T

D iesersnsinneirannmnars (Sekretaris) D avminimvias
B ivacrarsranseiensaren (Bendahara) B, arsvsisaverina
T (Anggota)

5. Dst

PERWAKILAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

) seiossensiniisesdattidinng

PERWAKILAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DI KECAMATAN
Liciisonisnssisusnmsiinpasisse iisid

PERWAKILAN BIDANG KESEHATAN/SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI DESA

Lici oasiicpivareaivinerisitaivs
PERWAKILAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Lisssisuniarmpaaseninsivisisse (LKD)
Deererer e eeere e (LAD)
e D~
AT
~ /)]
i

& /

\ .. - { I = 4 /
CORY._SKIWATY/SEBAYANG




LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR A9 T 701%

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

DERITA ACARA
KESEPAKATAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pada hard ind, ......... AR LN Toangpnl....., aBulan..., , Tanhun Dun
Ribu Dua Puluh Dun bertempat dl [ T PO—— Kecamatan
T TE T TR Kabupaten Koo Parn Calon  Kepaln  Desa  telah sepnkat  untuk
melaksanakan kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Desa............. Tanhun 2022
dengan ketentuan sebagal berikut:
n.

Kampanye dilaksanakan untuk jangkn waktu paling lama 3 (Ugn) hari;

b. Waktu kampanye dimulal pukul 08.00 Wib 8/d pukul 21,00 Wib;

¢. Kampanye bernkhir 3 (tiga) harl sebelum harl Pelaksanann Pemungutan Suara;
d. Masa tenang dilnksanakan selama 3 (tgn) harl sebelum harl pemungutan suara;

c. dst ...,
Demikinn Berfta Acara inl dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Ditandatangani oleh :

Lo BAL sivmmnainesy (Calon Kepala Desa) ) F P

T | R (Calon Kepala Desa) Aoyossiviniosiivi

- T4 | P (Calon Kepala Desa) K R —

4. 8dr. .......oin (Calon Kepala Desa) |

O, Bt s (Calon Kepala Desa) 8 wis

6. Sdr. ......... TN (Ketua Panitia Pemilihan) 6

i BAL ivisisinsie (Kepala Desa) 7

-




LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 90 Thysd M1

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ................
KECAMATAN ..........ccecos00000.. KABUPATEN KARO
BERITA ACARA

RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada han 1101 ORI TADERAL:.c.civriveionecs ,Bulan................... ,Tahun..............
bertempat di Desa ................. Kecamatan....................... Kabupaten Karo telah
dilaksanakan Rapat Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan
Kepala Desa dengan lokasi tempat pemungutan suara sebagai berikut:

NO TPS LOKASI TPS KETERANGAN

1

2
3

H

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

T - [ JA—— (Ketua) L sonaidinaviones

2. Sdr. ...coorevennn, (Sekretaris) S
S: BAf. .cicviiniiiione (Bendahara) . T

. BAY. iorciriirvaron (Anggota)

5. Dst




LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 T %011

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..........
KECAMATAN..................... KABUPATEN KARO

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

.....................................................................................

Calon Kepala Desa :

.....................................................................................

Alamat e

Dengan ini memberikan mandat untuk menjadi saksi saya dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa................. Tahun.......... hingga pemilihan
dinyatakan selesai, kepada Saudara :

Nama

......................................................................................

Alamat

......................................................................................

......................................................................................

Calon Kepala Desa
Ttd

Nama Jelas




LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 3§ Taven w10

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Pada haniini...........cococeeeinennns TANZRA eso0550 00 rs0snesuson BUlan +...cocconesaoroe Tahun
.............. bertempat AL aiiesirpeisesvinmensns[AlAMAL TPS) Desa sadsT ATy
Kecamatan.............c....... Kabupaten Karo telah dilaksanakan Kegiatan-Kegiatan
sebelum dilaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa
............. Tahun 20....

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

. Pembukaan Kotak Suara;

. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

d. Penghitungan Jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

e. Menandatangani surat suara.
Setiap kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya

sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

o m

Mengetahui,
Ketua KPPS
J L o o 12 PO U PPN PP Tanda tangan
Anggota KPPS
NBIIA s cxss0siseiasisiseionseisivins st iaseivaiesss Tanda tangan
NAMA. ... .ccoirrarernsenmirsearenssranssnseacianss Tanda tangan
NAMA. .0iveeeersrserssissssssasasrssransssrssananns Tanda tangan
.................................... DB ioiginsisiasissgusmssamsaivesevs
Saksi dari Calon
Saksi NO.UMUL...c.cvvverrenmarieroriineanimnenians Tanda tangan
SaKsi NO.UTUL ..ccevvvvnirvinirneerinsarnansnnnens Tanda tangan

-----------------------------------------




LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA

---------------

KECAMATAN ......ccccvvvnnivennnane KABUPATEN KARO
BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA TPS ......

Pada hari ini .........cocovveeennnn... Tanggal ..........cccceenneee, BUlAf seasssavisven Tahun
.............. bertempat AL smepimsnsnssissron s [ALAMAL TPS) Desa
Kecamatan..................... Kabupaten Karo telah dilaksanakan Pemungutan Suara dalam
rangka Pemilihan Kepala Desa ............. Tahun 20....

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan
dengan sebenar-benarnya bahwa:
1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB;
2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan
urutan kehadiran pemilih;
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

4. Dengan mengikuti Protokol Kesehatan;
5. Dst........

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Nama ttd Nama ttd
| TP Saksi NOUIIL. . s Vosvnssenssanonne Ketua KPPS ...
7 JERPTI Sakst NO UMt .. ooz e D isvancinage Anggota KPPS  ..........
2 PP Saksl No. Ut .. sieesiiimi Bosiarvninncine s Anggota KPPS  ..........

Dst Dst




LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 36 Tahew 2277

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .............
KECAMATAN ....... S rvariantEagas KABUPATEN KARO
BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA TPS .........

Pada har N, , Tanggal...........coneune , Bulan,................ Tahun..........
bertempat di Desa .......coiviiiinnns , Kecamatan.............. Kabupaten Karo telah dilaksanakan
Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa................. Tahun 20... dengan
hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT d i8S G AR AN R b d aB R R AP P
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS Lusvivensaeersanpasnniasisad ot sbueiess
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai Satuuseas e seven ISR s ass o
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos Sosiissisenneive vt SRS AL SaSE e
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan £ sissuna i vastn eonenissanis RusiE T
6. Jumlah surat suara sah =000 ieeeeeeeseescssesccecsces
7. Jumlah surat suara tidak sah T Prr RN
8. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala
Desa Y essessess suREessaREERER U S nsa
No Urut Nama Calon Kepala Desa Perolehan Suara Peringkat
1
2
3
4
5
Jumlah

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Nama ttd Nama ttd
Lo Saksi No.urut... ...........cconiee Livscviinerdisss Ketua KPPS ...
y PRERE Saksi No.urut... ..ccererreesirens R Anggota KPPS
-, JONET ORI Saksi No.urut.., ...ccoeeeininrenns . T Anggota KPPS ...




LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 738 TsHv» 202

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .

KECAMATAN ...c.oviiennin speesin Ot KABUPA'I‘DN KARO
BERITA ACARA HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
Pada hari ini,.......cccooveen , Tanggal........ccccevennas , Bulan,.............. .. Tahun..........
bertempat di Desa .....oevviiiinens , Kecamatan.............. Kabupaten Karo telah dilaksanakan
Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa........c..ceeoee Tahun 20... dengan
hasil sebagai berikut:
1. Total Jumlah DPT Yiueissesussoseiinnnasbraseasbnrevoridas
2. Total Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS ¥ideendbimineveidiasivasat i sestuvamesy
3. Total Jumlah surat suara yang tidak terpakai b rdtaes eebsisananaie sinE VRUSEET AT
4. Total Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos RPN
5. Total Jumlah surat suara tambahan yang d1gunaka.n ......................................
6. Total Jumlah surat suara sah = i
7. Total Jumlah surat suara tidak sah S ey s sy e BT s asah S s bman e
8. Total Jumlah perolehan suara masing-masing calon
Kepala Desa T CrTm N
No Urut Nama Calon Kepala Desa Perolehan Suara Peringkat
1
2
3
4
S
Jumlah
Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Mengetahui,
Nama ttd Nama ttd
| e — Saksi No.urut... .......cet i Lasissasisainsens Panitia Pemilihan ........
D seeniinsien Saksi No.urut... ..coceeevcvnninnes B s Panitia Pemilihan ..........
B iianinizanin Saksi No.urut... ....cocoeeensienns Sirarssssirecsans Panitia Pemilihan ..........




Badan Permusyawaratan De

D . Ol g

(Ketua)
(Wakil Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

sa

Panitia Pemilihan Kabupaten

------------------------------

---------------------------------

Perwakilan dibidang kesehatan/Satgas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 didesa

L b T RS g Sosma s Perwakilan LKD dan LAD
R P Bl s i s (LKD)
R greusas e ey e ve b (LAD

-

\GO Y. SRI\WATY SEBAYANG
N H AT



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 TeHew 227

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN FORMAT
PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

II. FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .c.ccvcecsasanacaoncans

KECAMATAN ....ccocre00s0000.« KABUPATEN KARO TAHUN...... i
Nomor : KepadaYth.
Sifat : Penting BPD ..ciccasessasosnian
Lampiran § sssessine (sxiwaes ) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan di-
Kepala Desa Terpilih. e,
Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ......ccviiieann Kecamatan

.................. Kabupaten Karo Tahun 2022 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai

1. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan

Kepala Desa telah berjalan aman, tertib, lancar dengan perolehan suara masing-masing
sebagai berikut:

No Urut Calon Calon Kepala Desa Perolehan Suara

1

2

3

4

5

Jumlah Daftar Pemilih
Tetap (DPT)

Jumlah Pemilih yang
menggunakan hak pilih
Jumlah Surat Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

2. Bahwa Calon Kepala Desa atas nama Sdr...................... No. Urut.......ccveeee memperoleh
suara terbanyak yaitu sejumlah...............ccoecoivvvioiiieoee e, (cimismnmss ) suara dan
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Berkenaan dengan hal ini, dengan
hormat kami usulkan untuk dapat disahkan sebagai Kepala Desa Delfinitif serta dilantik
oleh Bupati Karo.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami
lampirkan berkas-berkas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa........ Kecamatan
............ Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) rangkap yakni:

a. asli dan Photo copy Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suarg;
b. asli dan Photo copy Berita Acara Penghitungan Suara Suarsa;
c. asli dan Photo copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA




II. FORMAT PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .c.ccorecereucancncee
KECAMATAN ...ccocennnncncccnes +.... KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ccccceuueee.

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN ......cconineieneacens KABUPATEN KARO

NOMOR : ....../.......TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA................ 3

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 huruf k Peraturan
Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih;

:1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tenang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2015 Nomor 04) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor
04)

6. Peraturan Bupati.....




6. Peraturan Bupati Karo Nomor ...... Tahun ..... tentang Nomor |
Tahun..... tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita

Daerah Kabupaten Karo Tahun .............. Nomor.... ) ; @
|
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : l
KESATU ¢ Calon Kepala Desa Terpilih atas nama..........ccccereevvennnnnn. dengan |
memperoleh suara terbanyak yaitu .................. (S ) |
suara dan dengan Nomor Urut......... {iscaed) !
KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada;
Diktum Kesatu disampaikan kepada Bupati Karo melalui
Camat .................. untuk ditetapkan dan disahkan menjadi
Kepala Desa ............... ‘
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

|
terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan |
perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkandi : |
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

...................................

\C&?.kRY SRNVATY SEBAYANG



LAMPIRAN XX

PERATURAN DUPATI KARO

NOMOR A0 Tauwn 9211

TENTANQ

PELAKSANAAN PIEMILIIAN KIEPALA DISSA

FORMAT SURAT CUTI KEPALA DIESA

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Kepala Desa ........tanggal........20....

Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

o v —

BUPATI XARO

SURAT CUTI KEPALA DESA

Nomor: ... V.

untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa .......... woTahun 20..,
maka diberikan izin cuti kepada :

a. Nama :

b. Tempat/tanggal lahir

c. Jabatan : Kepala Desal i

d. Alamat :

. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon

Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penctapan calon terpilih dengan

ketentuan :

a. Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Bupati Karo melalui Camat.

Dikeluarkan di Kabanjahe
pada tanggal ........... 20...

BUPATI KARO,




Contoh Permohonan ljin Cuti kepala Desa

Perihal

Tembusan:

Kepada Yth.
Bupati Karo
c.q. Camat .........ccceeeiies
di
: Permohonan [jin Cuti

Kepala Desa
Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama :
b. Tempat/tanggal Lahir :
c. Jabatan : Kepala Desa .............
d. Alamat :
Dengan ini saya selaku Kepala Desa ............. mengajukan

permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka
mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa .............
Tahun 20......

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

Desa @ s s
Hormat Saya,
Ttd

Nama Jelas

1. Ketua BPD Desa .............
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa ........

3. Pertinggal.

o |

]

CORY SNIWATY SEBAYANG




LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 3¢ “pHon 22
TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
FORMAT SURAT CUTI PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN wsccssssusvsrssnsssssrssarsrses
KANTOR KEPALA DESA

------------------------

------------------------------

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Sdr

tanggal........ 20.....untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa i
.............. Tahun 20.... maka diberikan cuti kepada : i
a. Nama :

b. Tempat/tanggal lahir

c. Jabatan

d. Alamat

2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak terdaftar sebagai Bakal

Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih
dengan ketentuan :

a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Demikian surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipergunakan di
Pada tanggal  :................. 20.
Kepala Desa ....................
TTd+Stempel

Nama Jelas




Contoh Permohonan ljin Cuti Perangkat Desa

Perihal

Tembusan :
Camat ..

ol S

Kepada Yth.
Kepala Desa.........cccoiviee
c.q.Camat.........cviirivsvascarns
di
\
: Permohonan [jin Cuti
Perangkat Desa
Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini ¢
a. Nama
b. Tempat/tanggal Lahjr
c. Jabatan : Perangkat Desa .............
d. Alamat :
Dengan ini saya selaku Perangkat Desa ............. mengajukan
permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka

mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa ............. Tahun 20.....

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

Hormat Saya,
Ttd

Nama Jelas

Ketua BPD Desa .............
Panitia Pemilihan Kepala Desa ........
Pertinggal.




